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ABSTRAK

lzin merupakan salah satu mstrumen vanp dipunakan oleh pemenntab
untuk mengendalikan tingkab lakue warga negaranya. Salah satu yang termasuk
dalam pembagian karakleristik Ien adalah lein Mendirikan Bangunan. Dalam
pelaksanaan  pembangunan  Sentral Pasar Raya di kota  padang  sebelum
pelaksanaan pembangunannya dimulal pelaksana pembangunan harus mempunyat
lzin Mendirikan Bangunan seria mempertimbangkan aspek lingkungan hidup
terlebih dabulu. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Dacrah Kota Padang Nomor
f tahun 1990 lentang tata Bangunan, yvang pengurusannya dapat dilaksanakan di
Dinas Tata Fuang Dan Tata Bangunan Kaota Padang, Pelaksanaan Pembangunan
Senfral Pasar Raya di kota Padang dilaksanskan melalui kerjasama antars
Pemenntah Kota Padang dengan P'T. Cahaya Sumbar Raya.

Didalam skripsi im permasalahan vang penulis uratkan adalabh mengena
prisecer pelaksanaan pemberian lzin Mendirikan Bangunan Sentral Pasar Raya di
kota Padanp., Bentuk pelaksomaan peranjian kegasama pembangunan Sentral
PPasar Rava di Kota Padang dan manfaat serta kendala-kendala vang di hadaps
dalam pelaksanaan  pembangunan  Sentral Pasar Raya di Kota Padang.
Permasalahan imi akan dijaswab dalam hasil pencliian dan pembahasan, Guna
memperoleh  hasil  yang  dimaksud  diperfukan  kegiatan  penclitian yang
mengeunakan  pendekatan  normatif didukung  dengan  pendekatan  vuridis
snsiolopis,

Hasil  penelittan dan Pembahasan  terhadap  permasalahan  yang
dikemukakan, balrwa pelaksansan pemberian [zin Mendirikan Bangunan Sentral
Pasar Rava di kota Padang sudab dilaksanakan sesum dengan prosedur yang telah
ditetapkan. Pelaksanaan pembangunan Sentral Pasar Rava dilaksanakan dalam
bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Padang dengan P17, Cahaya
Sumbar Bava dalam bentuk B Operare Tronsfer (BOT) dan dalam pelaksanaan
pembangunan Sentral Pasar Rayva juza mempunyal manfaat dan kendala.



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembanpunan nasional pada hakikatnya adalab pembangunan manusia
Indomesia  seutuhnya  dan  pembangunan  sceluruh masyarakat  Indonesia.
Pembangunan dan pengembangan (Developmeni) vang layak, sehat, aman, serasi.
dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor
penting  dalam  peningkatan barkat dan  martabat, mutu kehidupan serta
kescjahtersan rakvat dalam masvarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1943, Sehubungan dengan meningkatkan harkal dan
martabat setiap masvarakat, pembangunan dan pengembangan sarana kota berupa
pusat perbelanjaan yang penanaman modalnya dilakukan oleh pemeriniah daerah
bekerjasama dengan pihak swasta (investar) merupakan bagian dan pembangunan
nasional  vang perlu ditingkatkan  secara terpadu, terarah. berencana dan
berkesinambungan.  Peningkatan  dan  pengembangan  pembangunan pusal
perbelimjaan dengan berbagai aspek permasalahannya perlu divpayakan sehingpa
merupakan kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi.
sosial, dan budava untuk mendukung ketahanan nasional. mampu menjamin
kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan koalitas kebidupan manusia
dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan  merupakan  suatu  tindakan  wvang  dilakukan  untuk
mengadakan, membual atau mengatur sesuatu vang belum adu, Sedanghan

pengembanean merupakan  tindakan  untuk mengajukan, memperbaiki  dan



meningkatkan sesuztu yanp lelabh ada. Pembangunan  dan  pengembangan
dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan don
pengembangan it dapat merupakan pembangunan fisik stau pengembangan fisik
dan dapat merupakan pembangunan sosial ekonomi atan pengembangan sosial
chonomi.!

Dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan penataan ruang
harus melalui beberapa proses atau tahapan agar pembangunan vang berwawasar
lingkungan dan sosial kemasvarakatan dapat terwujud. Salah satu wujud nvata
dari usaha menciplakan kota vang lebih baik adalah melengkap dengan aturan
vang menpikat dalam pemanfaatan ruang untuk sustu Kawasan. Aturan tersebut
sebaiknyva dibentuk berdasarkan kesepakalan amara pelaku pembangunan vaitu
investor. masyarakal dan pemerintab, sehingpa aturan tersebut dapat dijadikan
pedoman dalam mengimplementasikan rencana dalam bentuk pemanfaatan atau
pengisian ruang sehingga lambal laun akan lercipta hinghungan vang serasi,
nyaman, indah dan memiliki ciri serta jati dir.

Dialam melaksimakan pembangunan, tanah dan penentuan lokasi sebagai
salah satu unsur modal dassr pembangunan nasional memepang peranan penting
dan strategis. Dengan meningkatnya pembangunan masalab pertanaban dan
penentuan lokasi pembanpunan berkembang pesat menjadi masalah lintas sektoral
yvang mempinyan dimensi ekonomi, sesial, budaya. polittk dan bahkan dimensi

pertabanan dan keamanan.

" Bava Dieada, 1T, Tata guna tanah dalam perencanasn pedesaan,perkotaan dan wilayah, 1T8
Bandung hal 4



pembangunan sesual dengan zone yang lelah ditentukan sebagai aspek dari
pelaksanaan penataan ruang. Cleh karena itu pemerintah daerah barus lehib hijak
dalam mengelala dan memberikan iz kepada perusahaan dalam memperaleh
tanah vang diperlukan untuk melaksanaan pembangunan, agar semua pihak baik
investar, masyarakat maupun pemerintah tidak saling dirugikan.

Kota mempunvai peranan penting dalam  pertumbuban ekonomi dan
kemakmuran suatu negara. Dengan perkembangan  pembangunan daerah yang
semakin meningkat, kota Padang merupakan salah satu kota di provins: Sumatera
Barat sekalipus merupakan ihukota propinst Sumatera Barat, berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2004 tentang Vist FKota Pucdang  untuk
mewujudkan kota Padang sebapni pusat perekonomian dan pintu gerbang
perdagangan di Indonesia bagian barat tahun 2008, Untuk mewujudkan visi
tersebut maka keberadaan lahan perdapanpan dan jasa merupakan salah satu
kebutuhan rencana pengembangan lahan perkotaan. Fasilitas perdagangan saal in
di kota Padang dilavani oleh satu pasar regional vailu pasar raya dan ditunjang
oleh delapan pasar wilayah dan tujub pasar lokasi, Secara kualitas dan koantitas
masih perle ditingkatkan. Pasar rayva scbagal pasar pusat sudah sangal padal dan
tidak tertata dengan balk dimapa antara perdaganpan grosir dan enceran
hercampur serta tidak ada perzoningan jenis komaditi, Untuk mencapai tujuan
tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun pusat perdagangan,
salah satu [asilitas vang disediakan adalab pusat perbelanjaan dengan Fasilitas

madlern yang dinamakan dengan Sentral Pasar Bava Padang

" Dokumen Dings Pasar Kota Padang
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HAR Y
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan vang dapat ditarik dari pelaksanaan pemberian [zin

Mendirikan Bangunan Sentral Pasar Ruva di kola Padang adalab sebagai

bieriku:

1

B Tl

Pembangunan pusat perbelanjaan Sentral Pasar Rava di kota Padang
sebelum dimula pelaksanaan pembangunannya, PT, Cahaya Sumbar
Raya schagai pelaksana pembangunan Sentral Pasar Raya di kota
Padang diwajibkan mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan, lzin
Mendivikan Bangunan Keperluan Pasar Moderm vang berfokasi di
lalan Prof. B Yamin Kel, Kampung Jao Kec. Padang Barat seelah
memenuhi syarat dapat diberikan [zin Mendirikan Bangunan vang
iwangkan dalam Keputusan Wali Kote Padang NO:
IZEAMBAINLT APR.OT2005 tentang lzin Mendirikan Bangunun.
lzin Mendirikan Bangunan ini penpurusannya  berada  dibawah
wewenang  Dinas Tata Ruang dan Tam Bangunan kota  Padang,
Sebelum pengurusan lan Mendirikan Banpunan pelaksana
pembangunin Sentral Pasar Raya berkewajiban mengurus dokumen
AMDAL terlebih dahulu. Pemberian lin mendirikan Bangunan pusa

perbelamiaan Sentral Pasar Raya di kota Padang telah dilaksanakan
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sesual dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang
dan Tata Banpunan kota Padang.

Pelaksanaan pembangunan Sentral Pasar Rava di kota Padang
dilakukan antara Pemerintah kota Padang dengan PT. Cavaha Sumbar
Raya. Bentuk dari penanjian kerjasamanva adalah BOT (Bl
Operale And Transfer) vaitu PT. Cayaba Sumbar Rava membangun
pusat  perbelanjaan  dan  parkir  serta fasilitas  Jainoya  dan
mendayagunakannya selama 25 ahon dengan membavar kontribusi
kepada Pemerintah kots Padang. Pelaksanaan pembangunan terdin
dari 3 tahapan, setiap tahapan PT. Cahaya Swumbar Raya menverahkan
| lantai dart 3 lamtai yang dibangun untuk  dikelolah  dan
didavagunakan kepada Pemerintah kota Padang, Setelah jangka waktu
berakhir, maka PT. Cabava Sumbar Rava menverahkan kembali tanah
dan  bangunan  atae  sarana berikut  fasilitasnyva beseris
peTtdiyHEEnaanny,

Dalam pelaksanaan pembangunan pusat perbelanjaan Sentral Pasar
Faya di kota Padang mempunyal manfaat dan kendala-kendalanya,
Jika dilibat dari segi manfast pelaksanaan pembangunan Sentral Pasar
Raya di kota Padang ini amtara pihak lovestor dengan pihak
Pemerintab Kota Padapg saling menguntungkan. Jika dilihat dari

kendala-kendala vang dihadapi umumnya berkaitan dengan kehidupan
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B. Saran

masyarakat, yang menjadi kendala utama adalah bidang transportasi
dan perekonomian  masyarakat khususnya pedagang  lokal  vang

mempunyal modal kecil,

saran-saran - yang  hendak  penulis wraikan  dalam pelaksapaan

pembangunan Sentral Pasar Raya di kota Padang adalah schagai berikut:

b
H

Dalam  melaksanakan  suatu pembanpunan diperlukan suato
perencanaan yang matang. terutama pelaksanaan pembangunan vang
mengpunakan  fanah  negara vang  sebelumnya  digunakan  oleh
masyarakat sebagai fasilitos umum. Karena dampak dari perubahan
sebuah tata guna tanah memiliki dampak positf dan dampak negatif,
Dampak positil didorong untuk dimeksimalkan, akan tetapi dampak
negatif akan membaws pada suaty perubaban vang tidak  baik,
diantaranya menimbulkan persepsi vang salah dikalangan masvarukal
terhadap pembangunan vang diluksanakan, sebab persepsi yang salal
ini akan herpenparuh terhadap pelaksanaan pemerintahan, Oleh karena
itu pemerintah harus membuat kebijakan vang tepat, relevan, kontinue
dun komprehensif.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus sesuni dengan rencana tata

ruang, yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya hares  mengikut
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